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TENTANG

"SALINAN |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka Efisiensi terhadap pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati
Merangin Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten Merangin:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentai.y
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014

tentang Tata Cara Pembenan dan

Pemanfaatan Insentf

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Merangin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjuns
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2755):

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3903).
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1989 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969):



-~

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korups..
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pernimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reputlik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemennta..an
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali. terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lenteng
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5379).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas:
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubplik
Indonesia Nomor 4741);



Menetapkan :

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Merangin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 006
Tahun 2014 tentang Peiubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 06):

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tanun 2011 Nomor 09). sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 teatang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran darah Kabupaien
Merangin Tahun 2013 Nomor 10):

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR
50 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Pasal |

Beberapa kelentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 50
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Ine -ntf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kaoupaten
Merangin diubah sebagai berikut :



AR 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah huruf d. sehingga Pasal 3 ayat
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajan

daerah dan retribusi daerah. .

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
proporsional kepada :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawib
pengelolaan keuangan daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

c. Pejabat dan pegawai masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan
tanggungjawab masing-masing; dan

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
Desa/Kelurahan dan Kecamatan, kepala desal/lurah atau
sebutan lain dan camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan

. oleh Instansi pelaksana pemungut pajak.

(1= (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekietaris
Daerah sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan
ketentuan mengenai remunerasi di Kabupaten Merangin.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut

Pasal 7

(1) Besarnya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dengan
proporsi sebagai berikut
a. Bupati sebesar 5.50 % (_ima koma lima puluh per seratus)

dari bagian insentif pemungutan pajak dan/atau relribusi

yang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

-~ Belanja Daerah Kabupaien Merangin pada DPA SKPD
/ Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Wakil Bupati sebesar 5 % (Lima per seratus) dari bagian
insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang yang
dibebankan kepada Anggaran Pendapaian dan Belanja
Daerah Kabupaten Merangin pada DPA SKPD Pelaksana
Pemungut Pajak dan Ratribusi Daerah:

c. Sekretaris Daerah sebesar 4 % (Empat per seratus) dan
bagian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang
yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Merangin pada DPA SKPD
Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;dan

d. SKPD pemungut Pajak, termasuk pemungut PBB tingkat
Desa/Kelurahan/Kecamatan dan/atau Retribusi sebecar
85.50 % (Delapan puluh ima koma lima puluh per seratus)
dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa
lebih, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai
penerimaan daerah.
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3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi seba
berikut :

Pasal 10

gai

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian msentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diatur oleh Kepala SK

PD

penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi

Daerah.

Pasal li

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oae
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23-6- 2015

BUPATI MERANGIN
ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 24-6-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
ttd
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
(JLKEPALA BAGIAN HUKUM

[

FIRDAUS, SH, MH
Pembina
NIP.19671219 199203 1 007
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